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Peraturin Pemerintih Nomor 47 Tahun 2008 1eniang Wajib

Helajar  Pendidikan  Dasar  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Hegata Republik Indonesia Nomor 4863);

Nomor 48 Tahun 2008 1entang
Negara  Republik
Tambahan Lembaran

Peraturan  Pemerintah
Pendanaan  Pendidikan  (lembaran
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,

Negara Republik Indonesia Nomor $8064);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23.
Tambahan Lembaran Nepgard Republik Indonesia Nomor
telah  diubah  dengan Peraturan

5150) sebagaimana !
‘ahun 2010 tentang Perubahan Atas

Pemerintah Nomor 66 1

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negarda Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5157);
peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaivah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sckolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota  sebagaimana telah  diubah  dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2012
Nomor 206) schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama [slam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 684);
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Menetapkan KEEPUTUSAN  KEPALA - KANTOR  WILAYAIL  KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASATL ALIYALL HIAJL TLYAS KASIYAN PUGER KABUPATEN
JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR,

s Memberikan izin operasional pendirinn madrasah sebagaimand
tercantum  dalam  Lampiran  dan  merupakan  bagian  tidak
terpisahikon dari Keputusan ind.

hiEsSAaTU

KISDWA - Bagi MADRASAH ALIYAH setelah jangkn wakiu 4 tahun, Kepaln
Madrasah yang bersangkutan wajib ;
a. Menyampaikan laporan  perkembangan  madrasah kltpilf-lﬂ
Kepaln Kantor Kementeriann  Agama  yang memuat  paling
sedikit perkembangan jumlah  peserta  didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksannan  pemenuhan  standar - sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau
h. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
kepada BAP-S/M  sesuai ketentuan  peraturan

undangan,

sekolah/madrasah
perundang-

- Dalam hal perkembangan madrasah scbagaimana dimaksud

KIEETIGA
dalam Diktum Kedua hurul a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi  sebagaimana  dimaksud Diktum Kedua huruf b
mendapat  peringkat  minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
KEEMPAT  Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyclenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak
mendapat  peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019
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